
 72 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

UNCLOS 1982 merupakan hukum laut internasional positif yang oleh 

para ahli hukum laut dipandang sebagai konstitusi dari lautan. Salah satu 

substansinya adalah diakuinya hak negara pantai untuk mengajukan submisi 

ekstensi landas kontinen di luar 200 nautical miles namun tidak melebihi 

350 nautical miles seperti dapat dijumpai dalam Article 76 UNCLOS 1982. 

Salah satu negara pantai yang memiliki peluang besar dalam melakukan 

ekstensi landas kontinen adalah Indonesia. Berdasarkan hasil desktop study 

yang pernah dilakukan, terdapat tiga wilayah Indonesia yang landas 

kontinennya dapat diekstensi, yakni di kawasan barat laut Sumatera, di 

selatan Nusa Tenggara, dan di utara Papua. Indonesia telah mengajukan 

submisi ekstensi landas kontinen di kawasan barat laut Sumatera pada tahun 

2008 kepada CLCS. Setelah melalui proses panjang yang diawali dari survei 

lapangan untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi, hingga 

pemaparan materi berkali-kali di hadapan CLCS, akhirnya submisi ekstensi 

landas kontinen di kawasan barat laut Sumatera dikabulkan CLCS dengan 

rekomendasi yang bersifat final and binding. Dengan begitu, landas 

kontinen di kawasan barat laut Sumatera berhasil diekstensi dengan luas 

sekitar 4.209 km2. Namun, masih terdapat kekurangan walaupun submisi 

tersebut telah dikabulkan, yakni kawasan tersebut hingga saat ini masih 

belum dimanfaatkan, dengan kata lain belum ada upaya eksplorasi dan 

eksploitasi oleh Pemerintah Indonesia karena keterbatasan teknologi dan 

sumber daya manusia, serta belum adanya dasar hukum yang jelas untuk 

melakukan eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinen yang diekstensi. 

Selain submisi ekstensi landas kontinen di kawasan barat laut Sumatera, 

saat ini Indonesia tengah mengajukan submisi ekstensi landas kontinen di 

Lautan Pasifik sebelah utara Papua. Hingga saat skripsi ini di tulis, proses 

submisi ekstensi landas kontinen belum selesai dan belum membuahkan 

hasil, melainkan masih dalam proses. Indonesia baru melakukan pemaparan 

di hadapan CLCS sebanyak satu kali, dan saat ini CLCS tengah berencana 
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untuk membentuk Sub-Komisi untuk submisi ini. Hambatan dan tantangan 

memang selalu ada dalam segala hal, termasuk dalam proses submisi 

ekstensi landas kontinen ini. Hambatan dan tantangan yang umum terjadi 

adalah hambatan dalam aspek teknis, finansial, dan juga politis. Tetapi, 

submisi ekstensi landas kontinen di Lautan Pasifik sebelah utara Papua 

memiliki hambatan dan tantangan khusus berupa adanya potensi 

overlapping claim dengan tiga negara yang berbatasan, yakni Papua Nugini, 

Palau, dan Micronesia. Hal tersebut berbeda dengan submisi sebelumnya di 

kawasan barat laut Sumatera yang tidak memiliki potensi overlapping claim 

dengan negara lain yang berbatasan. 

Indonesia saat ini tengah mengusahakan agar submisi ekstensi landas 

kontinen yang tengah diajukan di Lautan Pasifik sebelah utara Papua kepada 

CLCS dikabulkan, sebagaimana halnya submisi ekstensi landas kontinen 

yang sebelumnya diajukan di kawasan barat laut Sumatera. Namun, 

walaupun terdapat usaha keras dari Indonesia untuk kembali melakukan 

ekstensi landas kontinen, ada hal yang tidak kalah penting untuk dipikirkan, 

yakni berupa tindak lanjut dari Pemerintah Indonesia atas landas kontinen 

yang diekstensi agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 

rakyat Indonesia. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapatlah diajukan 

beberapa saran, khususnya terhadap Pemerintah Indonesia agar ekstensi 

landas kontinen ini dapat memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Saran 

tersebut diantaranya melakukan penggantian peraturan perundang-

undangan mengenai landas kontinen, misalnya UU Landas Kontinen yang 

merupakan undang-undang yang sangat krusial bagi hal-hal yang berkenaan 

dengan landas kontinen di Indonesia. Undang-undang tersebut memiliki 

urgensi untuk diganti karena masih merujuk terhadap UNCLOS 1958 yang 

sudah tidak berlaku lagi karena sudah digantikan oleh UNCLOS 1982. 

Dengan digantinya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

landas kontinen agar disesuaikan dengan kondisi saat ini, maka hal tersebut 
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tentu akan menunjang pemerintah agar dapat memanfaatkan landas 

kontinen yang sudah diekstensi. 

Selain itu, diperlukan pula upaya pemerintah untuk melakukan 

eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen yang sudah 

diekstensi. Landas kontinen yang sudah diekstensi tentu memiliki kekayaan 

alam yang melimpah, yang apabila dieksplorasi dan dieksploitasi dapat 

memberikan manfaat besar terhadap rakyat Indonesia, dan juga dapat 

memberikan pendapatan yang besar pula terhadap negara. Dengan begitu, 

kesempatan yang besar tersebut harus benar-benar dimanfaatkan oleh 

Indonesia, dengan cara melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya 

alam di landas kontinen yang diekstensi. Untuk melakukan hal tersebut, 

maka diperlukan pula sumber daya manusia yang siap untuk melakukannya, 

dan juga teknologi tinggi yang mampu menjangkau landas kontinen 

tersebut. 
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